BUPATI SEMARANG

* PERATURAN BUPATI SEMARANG
'NOMOR. /8 TAHUN 2011
TENTANG

' PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

' BUPATI SEMARANG,

bahwa berdasarkan ké_tezm.zan Pasal 42 ayat {1} Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

‘Bersumber Darnt Anggaran Pendapatan dan Belenja

Daerah, Bupati perla mengatur tata cara penganggaran,
pelaksapnaan dan penatausshasn, pertanggungjawaban
dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan
bantuan sesial di atur lebith lanjut dengan Peraturan
Kepala Daerab;

bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan
terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial di
Kabupaten Semarang agar tercipia tertib administrasi,
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan
bantuan sosial . yang bersumaber dari  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; '

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimeana
dimaksud dalam buraf a dan haruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggamn -

‘m&mm ciazx Beian;a Daerah; .

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan

Dserah Swatantra Tingkat I Semarang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652} ;
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentahg O.rganisasi |
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesgia Nomor 3298}; - L
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran - Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286); L o - .
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan = Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

‘Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

‘Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
' Indonesia Nomor 4400} ; . : .

‘Undang-Undang - Nomor 32 Tahun 2004 .ten't.ang'

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); '
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah = (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4456});

Undang-Undang Nomor . 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); :

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234}); _ :
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang.
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 11  Semarang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 3079} ;

Peraturan Pemerintzh Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500) ; .

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah . Kepada Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); -

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mntang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Iﬁmbaran Negara
Republikk Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

' Pemerintahan Daernh Provinsi dan Pemerintahan Daerah
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Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2007 Nomor 82, Tambshan Lembaran Negara

" Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tantang
Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun, 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia -Nomor 4741);

Perattran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
- Btandar  Akuntansi Pemerintehan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
Persturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5202},

Peraturan Presiden Nomor 54 ’i‘ahnn 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54

~ Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 23,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolsan Keuangan Daerah,

sebagaimana, telah beberapa kali diubah terakhir dengan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

‘tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

" Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

. n4.

Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri }‘iomar 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahu.;:x 2011
Nomor 450§;




MEMUTUSK&N

_ Menetapkan I’BZR&’?{}W BUPATI ?Q}WAZ?G PEDO?&.&?*I PEMBERIAN -

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETEN’I‘UAN {JMUM
Pasal 1

 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

- Pemerintahan Daerah adalah Pcnyelenggaman urusan Pemerintahan oleh
‘Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah memurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya

. dalam  Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
. sebagaimana dimaksud dalam Umi&mg« Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah,

Bupat! Semarang yang selanjutnya dxm‘tmt Btzpatz adalah Kepala Daerah

Kabupaten Semarang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya d;smgkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintaban daerah.

Keuangan Daergh adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka -

penyelenggaraan pemeriniahan deerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban dacrah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

- APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintshan daerah yang

. dibahas dan disetujni bersama oleh pemerintah daerab dan DPRD, dan

- 8.
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- ditetapkan dengan Peraturan Daerah. . \
Pejabat Pengelola Keuangan Daecrah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah kepals satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai

tugas melaksanakan pengeieiaa;x mz:a dan bertindak sebagai bendahara

umuam daecrali.

Satuan Kerja Pen@lola Keua.nga,:a Daerah yang selanjutnya disingkat
- BKPKD adalah perangkat daerah pmia Pemerintah Daerah ym
- melaksanakan pengelolaan APBD.
10.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclan,;umya d1smgkat 8KPD adalah
perangkat daerash pada pemmnt:ah daerah selaku pengguna
anggaran/barang.

Tim Anggaran Pemerintah Baerah vang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yvang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh
sckretaris daerah yang mempunyal tugas menyiapkan serta melaksanakan

kebijakan kepsala daerah dalem rangke penyusunan APBD  yang

anggotanya terdiri. dari pejabat . perencana daerah PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan. -
Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD

- adalah Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pendapatan, ?engzloiaaa:

Kem Dan Aset i}aarah selaku Bmdaham Umum D&erah
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 adalah dokumen perencanaan den pengangge

- B

chcana X:::;a dan Anggaran SKFPD yang seianjumya dixmgkat -Sii’?}t)

kegiatan dan anggaran SKPD,

Dokumen Pelaksanasn Anggaran pPKI‘J yang selamumya disingkat DPA-
PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan ,
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku Bendahara Umitm Daerah.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD vang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap

BKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oieh Pengguna
- Anggaran., .
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD vyang aei&z:gutnya :

disingkat DPPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Dmmh
selaku Bendahara Umum Daerah,

Dokumen Pelsksanaan Perubshan Anggamn SKPD  yang seiaz&;umya
disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan

dan belanja setiap SKPD yang dxgunak:an scbagaz dasar peiak&wxaan oleh
Pengguna Anggaran.

“Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah éaez'ah

kepada pemerintah atéau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

. masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah

- 19,

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajih dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk memm;ang
pmyelenggam urugan pemerintah dacrah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan bcmpa uang/ barang cian
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atan

- masyavakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang

2.

21,

22

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya - kerentanan sesial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyaraket sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sesial akan semakin terparuk dazz tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjuinya disingkat NPHD adalah
Naskah Perjanjian Hibah yang bersumbezr dari APBD antara Pemerintali
Daeral dengan Penerima Hibah.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota
magvarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik

-Indonesia yang berdasarkan Papcasila termasuk organisasi non

pemerintshan yang bersifat nasmnal dibentuk bmia.sarkan ketentuan
p&mndang»und&ngan '

_ BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2

" Ruang lingkup Peraturan Bupat;z ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban serta monitoring dan
evaluasi pemberian hibah dan bantuan wsmi yang bcmumbcr dari APBD,

ran yang berisi program, -
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- Pasal 3

Hibah sebagamana dzznaksud dalam Pasal 2 dapat bem;;a uang, barang

atau jasa.

Bantuan scmlal sebagamana dimaksud daéam Pasal 2 dapat bermpa uang

-_afau barang,.

BABTH |
HIBAH

Bagian Kesatu - |
Umum

. “

Pemerintah Baemh dap&t membﬁnkan hxb&h sesuai kemam;ma:}
_keuangan daerah, .

(2} Pemberian Hibah schagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan setelah
mampmontaskaz& pmnmuhan belanga urusan wagzb '
{3} Pembezrzan Hibah scbegaxmaaa dzmaksud padda ay&t {1} dztujukazz untuk -
‘menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah
- dengan memperhatikan asas keadilan, kepatatan, msmnaht&s dan
- manfaat untuk masyarakat.
(4} Pmbﬁmm hibah sebagaimana d;makgud pada ayat (1) memenuhi kriteria
paling sedikit:
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

-~ b, tidak wajib, tidak mengkat dan tidak terus menerus setiap tahmi
anggaran, kecuali ditentukan lain  oleh Ketentuan Peraturan
Perundang-undangarn; dan - ' ’

¢. memenuhi persyaratan Penerima Hibah.
_ Pasal 5
- Hibah daﬁac_.dibexikan kepada:

Pemerintah;

Pemerintah Dacrah lainnys;

Perusahazn Daerah;

. . Masyarakat;, dan/atau
COrganisasi Kemasyarakatan,
o Pasal 6 |
(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana cixrﬁaksud dalam Pasal 5 huruf a

diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non
kementerian yzmg wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten
Semarang
Hibah k&pa{ia Pemerintah Daerah Lainnya sebmmana dirnaksud dalam

"Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran
daerah  sebageaimana diamanatkan dalam Xetemuan Peraturan

. ‘?arundang«zmdangaﬁ

PR
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‘Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf c diberikan kepada Baden Usaha Milik Daerah dalam rangka

- penerusan hibah yang diterime Pemerintah Daerah dari Pemenntah}

sesual dengan Ketentuan Peraturan ?amrzdang-unda:}gan

‘Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dmksué dalam Pasal 5 huruf d
diberikan kepada kelompok orang yang memilild kegiatan tertentu dalam
bidang perekonomian, pendidikan, keschatan, keagamaan, keman, adat
istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

ﬁibaf; kepacia (}rgamaas; Kema&yax&katan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal™5 JHOAI e “diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang
dibentuk bcrdasaxi{an I{stcﬁtuan i’cmﬁm ?crundaﬁgmndangan _

Pasai’?’

E«Izbah kepad,a Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ?asai & ayat {4}
. diberikan dengan persyaratan paling sedikit: _
a. memiliki kepengurusan yvang jelas; dan '
b. berkeduduken dalam wilayah acimﬂustmsa. di wilayah I{abupaten
Semarang.

M1bah kepada (}rgamﬁa&z Kcma,gyara}mm aabagammna dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (5} diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

 a. telah terdaftar secara resmi pada pemerintah Kabupaten Semarang

)

@

®

@

paling sedikit 3 {tiga) tahun, kecuali ditentukan lain dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; '
b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Semarang; dan -
¢.” mermiliki Sekretariat tetap.

e

Ba‘giez& .Keéim
. Penganggaran
Pasal &

) ?mcnntah ?&mermtah Daerah Lainnya, Perusahasn I)smmh Masyarakat

dan Organisasi Kerpasyarakatan -dapat menyampaikan ugulan hibah
‘secara terfulis kepada Bupatz

Bupati menun;uk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi/ evaluasi
usulan sebagaimana fil;maksud pada ayat {1}.

Dalam melakukan evaluasi sebagmmana dimmalksud pada ayat {2} masing
‘masing SK¥FD w&;xb menyusun Peraturam Bupati.

Peraturan Bupati sebagsimans dimaksud pada ayat (3) palmg sedikit
herus memuat tentang:
. latar belakang;
maksud dan tajuan;
sasarafi;
kriteria bantuan:
1. kelompok belanja (langsung amu tidak langsungj dan jenis belanja
bantuan (uang/barang/jasa); -
2. bentuk bantuan Qlang,f‘bamng/ jasa);
3. penerima dan besaran bantuan;
€. penggunaan bantuan;

Po P




L i-mtena penerima bantuan:
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©
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(1)

{2

(1)

@)

(3)

e

g mekanisme pemberian bantuan: -
1. tata cara pengajuan bantuan;
- 2. tata cara penyeleksian penerima bantuan;
-3. tata cara penetapan penerima bantuan;
- 4. tata cara penvaluran bantuan; -
- 5. mekanisme pertanggungjawaban;
h. pengawasan dan S&:}k&i‘
penutap,

ey
.

Kega!a SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2] menyampaikan
hasil evaluasi berupa rékem&asz kepada Bup&tl mclalul TAPI.‘)

ﬁasi} evaluasi aebaga;man& dimaksud pada ayat (5) wajib dlsam;:mkan
kepada TAPD paling lambat minggu pertama bulan Mei sebelum Tahun
Anggaran berkenaan {(n-1).

TAPD mf:mbenkan pemmbanga,n atas rekomendasi sebagaimans

“dimsksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
 keuangan daerah dengan memparhatzkan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD),
' Pasal 9

Rekomcndasa Kepala Sff{}"f} dan pertimbangan TAPD aebagmmm -
dimaksud dalam Pasal 8 ayat {5 dan ayat {7) menjadi dasar pencantuman

alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PP&S

Pencazztmnax; Alokasi ﬁnW scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

: mehpzztz anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa. ’

Pasal 10

Berdasarkan usulan i{epala SKPD, Hibah berupa uang mlamumya
dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Hibah berupa ba,rang dan/atau jam dicantumkan dalam REA-SKPD.

RXA-PPKD dan RI(A EBKPI) aebagmman& dimaksud pada ayat { i} éa:n, aya‘z
(2) menjadi dasar penganggs T
Ketentuan Perabaran %mdmg«nﬁdaﬁgzm

Pasal 11

"Hibah berupa ueng dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung,

jenis belanja hibah, ai:}yek, dsm rincian obyek bﬁlanja berkenaan pada

| ~ PPKD.
@

I—Iiba,h berupa barang atay jasa dianggarkan dajlam kelompok belanja
langsung yang dif&mu}asikan kedalam program dan kegiatan, yang

- diuraikan kedalam jenis belama barang dan/atau jasa, ohyek belanja

hibah barang dan/atau jasa yang kepermhkannya akan diserahkan

- kepada pihak ketiga/ ma&yamkat dan rincian obyek belanja disesuaikan

dengan barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan.
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: dlcantumkan nama perzerm cian besaran hibah.
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Pengﬂnggaran belanja sebagmnmna dimaksud pa.r.{a ayax {2 Wﬁm .
~pada Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Pﬁrczimm éan

Pengarxggaran yang beﬁaku pada tahun perencanaan. o
Rmman obyek belanja mbagmmana dimaksud pa{ia ayax (i} ciam ayat (2}
+  Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan %aataumhaan _
Fasgl 12

Peiaksanaan anggaran hzbah bempa uang berdasarkan atas DPA-PPKD

dan/atau {)?PA@?K;{)

Pelaksanaan angg:amn hibah bempa barang dan/ atau jasa berﬁamrkam
atas I}PA SKPD dan/atau DPPA-SKPD.

" pasal 13

Setiap pembenan hibah dlmangkan dalarmm NPHD vang. éxtx—zﬁfi&mg&m -

bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah.

NPHD Sebagannana dimaksud pada ayat { }} palmg sedikit m&m&x&t
ketentuan mengenai:
pemberi dan Penerima Hibah;
fujuan pemberian hibahg '
besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
hak dan kewajihan;
- tata cara penyaluran/ pmyamhan hibah; dan
f tata cara pelaporan hibah.

Bupeatz dapat menunjuk Pegabat yang diberi wewcnaxig untuk
menandatangani NPHD,

Pasal 14

Bu‘pati menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau .
jenis barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan
Bupati berdasarkan Peraturan Dacrah tentang APBD dan ?emmmn
Bupati tentang Pen;abax&n APBD.

Daftar Penerimna Hibah sebagaimana dmzaksud pada aya,t {1} menjadi
das.ar penyaluran fpetzyemhan hibah.

Penyaluran}'penymh&n Enimh dari Pemerintah Deaerah kﬁpada Pﬁnemma
Hibah dz!akukan set&}azz pmméamganan NPHD.

Pencairan hibah dalam  bentuk uang dengan besaran lebih dari

Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiak} dilakukan dengan mekmmm& -

pembayaran Iangs‘ung (LS}, ke rekening Penerima Hibah.
Setiap SKPD yang menyalurkan h1bah wajib membcmk:an termbusan

. kepada Camat dan Lurah atau Kepala Desa pada lokasi Penerima Hibah,
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'. PenMan barang dan/ ai:a‘tz jasa dalam rangka hibah aebag&zmmm dimaksud

dalam Paaal 3 ayat {1} berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-. |

' undangm

Bagm Keempat
. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

' Pasal 16

_(1} Penerima Hibah berupa naﬁg menyampaikan laporan pﬁngguman hibah

_ ke:pada Bupatl melalui PPKD setelah diverifikasi SKPD terkait.

{2} : Penerima Hibah berupa barang dan/ atau ;;asa menympmkm la.poran

pmggunam hibah kepada Bupan melalui Kepala SKPD tcrka;t

Pasal 17

{1} Hibah berupa uang dmat;at seba@ rcahsasz 3ems ‘i}eian}a hx‘i}a}z pada

??XD dalam tahun anggaran berkmaan

o '{2} ‘Hibah berupa bm'ang d&n,f atan jasa dicatat sﬁbagax realisasi obyek

po

belanja ‘hibah pada jenis belanja bareng den J:ksa dalem program dan
. kegiatan pada SKPD tﬁrkmt. ,

?aaai };8

= Pmtanggung}awaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah mehputz

usulan dari calon Penerima Hibah kepada Bupati;

a. _
‘b. Keputusan Bupeatl tentang pénectapan dafter Penerima Hibah dan besanm

‘bantuan yang d:h:bahkan

NPHD; - :

Pakia Integritas dari Peneritna beah vang menyatakan bahwa hibah yang

. diterima akan digunakan sesuead dengan NPHD; dan -

e. bukti transfer/ tanda terire atas pemberian hibah berupa uang atau bukti

. serah terima barang da;n/ ats.u jasa atas pﬁ:mbcnan hibah bcmpa barang -
- dan/atau jasa.

Pasai 18

{3 pmenma Hibah- bmggmg;a%b secara formal dan material atas
~ penggunaan hibah yang diterimanya.

. {2) Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;

b surat pernyataan tanggung jzwab yang menyatakan %aahwa hxb&h yang
‘diterirns. telah digunakan sesuai NPHD; dan

¢. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi Penerima Hibab
berupa uang atsu salinan bukti serah terima barang danjazan Jasa :
bag1 Pezmmma Hibah berupa };arang dan/atau jasa.




14

. {8} Pertanggungjawaban ‘aebagaknéﬁa' .dimaksud pada ayat (2) huruf a dan

huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluhj :

bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh -

| Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

{4) P;er,tanggmgjsiwaban schagaimana dimaké;ﬁd" pada ayat {2) huruf ¢ |

- disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku Obyek
Pemeriksaan. ' : o

Pasai 20

; 1) Realisasi hibah dimmmm pada Laporan Keusngan }’emerintaia Daerah

dalam tehun anggaran berkenaan.

{2} Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Hibah

sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca. . -

Pasal 21

| (1) Realisasi hibah ‘z;mgza barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai

standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkaplkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. \ o

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa

‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
- merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Peraturan Bupati ini.

~ BABIV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasai ?2 \

{1} Pemerintah Daergh dapat memberikan banfuan sosial  kepada

anggota/kelompok masyarakat sesual kemampuan keuangan daerah.
(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan
' setelahh memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan
. memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk
 masyarakat.

_ Pasal 23
Anggota/ kelompcik masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat {1}

. meliputi:

a. individa, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadasan vang
tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana,
atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimuam;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang
lain yang berperan untuk melindungl individu, kelompok dan/atau
masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. _
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Pasal 24

:Pembenan bantuan sosxal sebagmmana dunakSud dalam Pasal 22 ayat (1)
. memenuhi kriteria palmg sedﬂnt - .

a. selektif;

* b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
-¢. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan

tertentu dapat berkelanjutan;
d. 'sesua;t tujuan penggunaan.

Kriteria selektif sebaga.lmana dimaksud pada ayat (1) huruf a d1art1kan:

' bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada Calon Peneruna yang -

: _d1tu3uka11 untuk mehndungl dan kemungklnan resiko 30319.1

3

(@)

{5)

)

{7)

ey

@ 1

-r*?snsm.osﬁ'fﬂ

Kriteria Persyaratan Penerima Bantuan sebagaima.na dlmaksud pada ayat co
{1) huruf b meliputi: _ '
a. memiliki identitas yang jelas; dan ' -
b. berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Semarang

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dima._ksud pada ayat {3} huruf b

maka dalam rangka membantu penyandang masalah sosia.l/
kesejahteraan  sosial, Pemerintah Kabupaten = Semarang dapat
menganggarkan bantuan sosial untuk orang terlantar kehabisan bekal.

Kriteria bers1fat sementara dan tldak terus menerus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diartikan bahwa pemberian bantuan
sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢ diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

‘huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :

rehabilitasi sosial;

perlindungan sosial;

pemberdayaan sosial;

jaminan sosial; '

penanggulangan kermskman, dan
' penanggulangan bencana.

o Pasal 25

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7} huruf a
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mengala:m disfungsi sos1a1 agar dapat melaksanakan
fung31 sosxalnya secara wajar.

| Perhndungan sosial sebagaimana d&maksud dalam Pasal '2,4- ayat (7) huruf
"~ b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan

kerentanan sosial seseorang, keluarga, kclompok masyarakat agar
kelangsungan hldupnya dapat dlpcnuhl sesuai dengan kebutuhan dasar

~ minimal.




)

{3}

. {7) huruf ¢ merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan
terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai

(1}
2

@

' 43

Pcmbezﬁayaan sosial sebaga;zmana d;maksud dalam Pasai 24 ayat {7 o
bhuruf - ¢  ditujuken untuk menjadikan seseorang ' atau  kelompok
m&sy&rakat vang mengalami masalah soszai mempunym daya, sehm%a

- mampu mememuhi kebutahan da.samya.
4

Jamman scasml sebamana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (’}’} huruf 4
merupakan skema yang melembags untuk menjarmn penerima bantuan _
agar dapat mernenuhi kebutuhan dasar ludupxzya ymlg Iayak ' -

Penm:.lmng;m };emmlmxm sebagmmam dimakmzd dalam Pasa.‘i 24 ayat |

afau mempunyad swnber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi -

| kebumtm yang lﬁyak bagi kemanusiaan,

Penangulangan bencana sebagazmana dirnaksud dalam Pasal 24 avat (7) o

I:mmf £ mempakan serangkman upaya yang ciz%:zz_;ukan untuk rehahbilitasi.

Pasal 26

Bant‘:uan Sosial dapat bempa uang atau barang yang diterima langsung

_ t:zlsi'z Penerima Bantuan Sosial.

Rantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

- uang yang diberikan secara langsung kepada penerima scperti beasiswa

bagi anak miskin, yvayasan pengelola yvatim pilatu, nelayan/petani miskin,

masyarakat janjut usia, terlantar, cacat berat den tunjangan keschatan
‘putra putri pahlawan yang tidak mampu. :

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dunaksuzi pada ayat (1)

“adalah barang veng diberikan secara langsung kepada penerima seperti

bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan

- magyarakat fidak mempu, bantuan perahu untuk nelayan miskin,
- bantuan makanan/pakajan kepada yatim pmtu,! tuna sosial, ternak bagi

kelompok masyamkat kurang mampu.

- Bagian Kedua
Penganggaran

Pasaz 27

Peromrzgan,! kelompok masym"akat mmyampmkan usulan tertulis kx:pacia
Bupatl,

Bupati menunjuk SKPI) terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis
sabagazmana dzmak&ud pada ayat (1).

}Z}aiam mclakukan evaluasi sebagaimana dimaksud paéa ayat (2) m,amng :
masing SKPI) wajib menyusun Peraturan Bupati.

Peraturan Bupatz sehagaimana duna,ksm:i pada ayat (3) palmg sed:k;a;'
harus memuat fentang: : _

a. latar belakang;

b. maksud dan iujuan,

c. sasdran;




&

(5}

d. kriteria baamm |
- 1. kelompok belanja (langsung atan tidak iangsung} dan jenis bela.nja
bantuan {usng/barang/jasa);

2. bentuk bantuan (uang/barang/jasa);
3. penerima dan besaran bantuan;

penggunaan bantuan;
kriteria penerima bantuan;

0

g. mekanisme pembérian bantuan: |

1. tata cara pengajuan banman,
- 2. tata cara penyeleksian penerima bantuan
- 3. tata cara penetapan penerima bantuan;
4. tata cara penyaluran bantuan; :
5. mekanisme p&rtanggzmg;awaimﬁ
h. pengawasan dan sanksz dan
i. penutup '

Kepala SKPD terkait sabagaunama dimaksud pada ayat (2) manyampaikan

- hasil evaluasi bempa rekomendasi kepada Bupatl melalui TAPD.

©
~ kepada TAPD paling lambat minggu pertama bulan Mei sebelum Tahun
~ Anggaran berkﬁnm {n-1}.

-

(2)

(1)

{4}
- B

-

Hasil cva}uasz sfzhagmmana dimaksud pada ayat (5) wajlb d:aampaﬂcan

TAPD mcmbenkan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
Keuangan Daerah demgan memperhatikan Rencana Kma Pembangunan
i)aerah (RK?&)} :

‘Pasal 28
Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (8} dan ayat {7) menjadi dasar
pencantuman Alokasi Anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA
dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan {)swrah {RKPD]J.

P&ncantama:z Alokasi Anggaran schagaimana dimaksud pada ayat {1},
meliputi Anmaﬁ Bantuan Sosial ht’:mpa uang dan/atau barang

?asai 29

Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD berdasarkan
usulan Kepa.la SKPD. .

' _B&rstum sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

RKA-PPKD dan musm sebagaimana dunaksud pada ayat (1) dan ayat

' {2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai

dengan Ketentuan Peraturan ?mmdax;g»«undangan

Pasal 30

Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
{1} dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
Banman samai obyek dan rincian obyek belanja berkenaen pada PPKD.
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@)

(1}

@

(3)

0

(3)

(. .
- DPA-PPKD dan/atau DPPA-PPKD.

@)

)
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Bantuan sosial berupa barang schagaimana.dimaksud dalam Pasal 29

~ayat (2}  dianggarkan delam kelompok belanja langsung yang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diureikan kedalam

jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja batuan sosial yang

_kcpcmﬂlkannya akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat, dan

rincian obyek belanja bantuan sosial damsua:kzm dﬁ:ﬁgm:z barang yang
~ akan diberikan.

@ I
pada Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Perencanaen dan.

%ng&ngwn belania sebagaimana dimaksud ,pada ayat {52) herpedoman )
Penganggaran yang berlaku pada tahun berkenaan.

Rincian obyek belanja sebagazmana dimaksud pada avat (I] dan ayat (2} |
dicantumkan nama ?enfmma dan Z‘%&W Bantuan sosial. .

Pasal 31 -

Dalam ranghks memberikan jaminan perlindungan sosial kepada anggota
‘masyarakat Kabupaten Semarang, maka dapat dienggerken bantuan

sosial untuk Jaminan Kesehatan Dacrah dan Santunan Kematian.

ll’)alam rangka mcmbantu penyandang masalah sosial/ kmmahteraan
sosial, Pemerintah Kabupaten Semarang dapat menganggar
sosial untuk orang terlantar kehabisan bekal di jalan.

Rencana pengangm bantuan sosial untuk Jaminan Kesehatan B&ﬁ_f&h.
didasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya  serta
mempertimbangkan kmam;m&m Keuangan Daerah. - '

Rencena penganggaran bantuan sosial untuk santunan kematian

didasarken - pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dan dengan

'memperumbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

Karena sifatnya’ tidak terduga maka Pﬁnganggamﬁ bantuan - sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta Pasel 24 ayat {4},

‘tidak dipersyaratkan pencantiunan name penerima bantuan sosial.

S Bagian Ketiga
‘Pelaksanaan dan Pensteusahaan

~ Pasal 32
Pelaksanaan @nmaran bantuan gsosial bempa uang berdasarkan atas

Pelaksanaan anggaran bantuan wsm} berupa barang berdaaarkan atas

DP&SKPD ‘dan/atau DPPA-SKPD.

Pasal 33

Bupau menetapkan daftar penerima dan besaran’ banm sosial deng;m '
Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang AFBD dan

" Persturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
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Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima, .

jenis bantuan dan besaran bantuar sosial vang tercantum cia}am

' K&p&ztusan Bupati sabagaxmazza dimaksud pada ayat (1).

E"mcajmn bantuan sosial dalam bentuk uang dengan besaran lebih dari
Rp.: 3.000.000,~ (tiga juta rupiah) dilakukan dengan metkamsme :

| _pembayaran iangsung (L8}, ke rekening Penerima bantuan sosial.

Penyaluran dana bantuan sosial kepada pene:rlma bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilengkapi dengan Xkuitansi

‘ bermaterm cukup, buim penerimaan uang ba:ntuan sosial,

Pencairan bantuan samai untuk Jaminan Kesehatan Daerah dﬂakukzm

atas dasar hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Vanﬁkm:er Ja.mman L

Kasehataxz ﬁaerah pada Dmas Keschatan.

' Pencairan Bazxma,n Sosial  untuk orang ke:}fmbzsan bekal dﬂengka;::a'

dengan surat keterangan dari }mpohsmn

Pencairan Bantuan Sosial untuk santunan kematian dilengkapi timgan

~ surat keterangan dari pejabat ditingkat Kelurahan/Desa dan di sahkan
oleh Camat.

Pasal 34

Pengadaan barang dan/etau jasa dalam rangke bantuen sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2] berpedoman pada Ketcnma.n Peraturan
P&mmdang«imdmgan :

o

) BW K@empat
Pelaporan dan Pertazzggung;awaban

Pasal 35
Penerima = bantuan : msm} bempa uang menyampaikan laporan
penggunsan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD setelah
diverifikasi SKPD terkait.

Penerzma bantuan sosial berupa barang menyampazkan 1aparmz
penggunaan bantuarz St)slal ke:pada Bupati melalui Kepala SKPD igétka:lt

Pasai 36

Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai reelisesi jenis belanja
bantuan sosial pada PPKD dalam tahunmggam:‘a herkmaan

 “Bantuan sosial bempa barang dicatat sebagm realisasi obyek belanja

. ‘bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan

’ kggzatan pada SKPD terkait.
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Pasal 37

Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah atas pembman bantuan sosial
meliputi:

A,

b.

usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bnpati
Keputusan Bupati tentang p@mﬁtapaﬁ daftar pcncrzm cian besamn B

 bantuan sosial;

e,

d.

(0

2)

(3]

4

(1)

2)

{11

Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
bukti transfer/penyershan uvang atas pemberian bantuan sogial berupa

uang atau bukt serah terima baxang atas pemberian bantuan sosial
berupa barang.

Pasal 38

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan m&z’wrmi
atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya,

Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial;

b. surat pernyataan pertanggungjawaban yang menyamm bahwa
bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
dan

¢. bukt-bulkti pengeluasran vang lengkap dan sah sesuat dengan

. Ketentuan Peraturan Perupdang-undangan bagl penerima bantuan
sosial berupa uang afau salipan bukd serah temna barang bagi
penerima bantuan sosial berupa bamng

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Bupsati paling lambat tanggal 10 {sepuluh)
bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat {2} huaruf ¢
disimpan dan dipergunakan oleh Penerima bantuan sosial selaku obyek
pemeriksaan.

*Pasal 39

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan
Pemerintah Dagrah dglam Tahun Anggaran bcrkenaan

Bantuan sosial berupa i:zmng vang beizzm diserahkan kepada Penerima
bantuan sosial sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan
dilaporkan sebagai persédiaan dalam neraca.

?aéal 4(} .

Realisasi bantuan &Qsm} ‘berupa  barang dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas lapofan kcuangan dalam penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerab, _

Format konversi dan peéngungkapan bantuan - sosial berupa barang
scbagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam hmpzmﬁ vang
merupakan bagian tidak terpisohkan dari Peraturan Bupati ini,
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(1)

{2}
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BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pagsal 41

SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah-
dan Bantzmn Sostal.

Ha'sﬁ mm‘»:onng dan evaluasi sebagaimena ci;maksué pada ayat {z} .
disampmm kepada Bupati dengan tembu&an k@pada Kepala SKPD yang

- mempunyai ttwa dan fungsi pengawasan.

{1}

{2

Pasal 42

Dalam hal heasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat {2} terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang
tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Penerima Hibah atau
bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sankm sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Pemndangﬂmdangzm

Dalam hal melakukan verifikasi/evaluasi sebagaimana dimaksud delam
Pasal 8 ayat {2} dan Pasal 27 ayat (2} terdapat kesalahan dalam penctapan
sasaran atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala
SKPD yang bersangkutan diberikan sanksz sesuai dengazx ketentuan
peraturan Perundang-undangan
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulad berlaku pada tanggal 1 Januari 2012,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Beritz Daerah. :

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27 - 122011

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 2. J2. R0y

Pit. SEKRETARIS DAERAH

KA BUF’AT%?% SEMARANG

Oinas %ndapatan dan

EKRF™ARIAT :  :
Dacrad ]

ﬁERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 118
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: MPIRAN :

PERATURAN BUP&TI SE}M!&RANG
NOMOR #f TAHUN - ors -

TENTANG

 PEDOMAN PEMBERIAN HZB&!’I DAN

BANTUAN BOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAP&’{‘AN DAN
BELANJA XBAERAH

FORMAT KONVERS] DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG

- DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

‘1. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

" PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SKPD ...
= LAPORAN REALISAS) ANGGARAN -
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

{Dalam Ruplah)
T R o _ Anggaran \ ,
. ﬁ{f;f" Uratan’ Setelah | Realisasi | (Kﬁz’i’g}
Perubahan :
1 Pendapatan N
11 %ﬁdapatan Asli Diaerah
e 1 0 1 Pendapatan pajak daerah
1.4.2 Pendapatan retribusi  daerah
113 Pengapatan hasil pengelolaan
Kekayaan daerah yang
S ~ Dipisahkan -
114 Lalo-ain Penaapatan Asii
' Daerah yang Sah
1 ' T Jumiah
2 Belanja
{231 | Belanja Tidak Langsung
541 | Belanja Pegawal
22 1 Belanja i.arzgs&mg
224 | Bolania Pegawai
2.2.2 | Belania Barang dan Jasa
- Hibah ~  barang/jasa yang |
diserahkan kepada pihak
ketiga/ masvarakat :
- Bantuan sosial barang yang
diserahkan Kepada  pihak-
k’ﬁiigajmasyamkat
- Barang/iasa selain  hibah daﬁ
- bantuan soslai
223 | Belanja Modal
o Jumlsh
swpm 7 {Defisit)
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‘Il FORMAT LAPORAN REALISAS! ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
LAPORAN REALISAS! ANGGARAN PPKD

(7

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR W?M DENQ&& 34 DESEMBER....

{Dalam Rupiah)

1.2~ " VDana Perimba
121 T Dana Bagl m;: _
1213 | Dana Bagi Hasi Paj Palak .
1212 | Daona 8agl Hasd Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam _
{$23 | Dana Alokas! Umu
1233 | Dana Alokasi Khusus
13" Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
134 Pendapaton Hibah
133 Dana Darurat
133 Dana Bagl Hasil Pajak darl?ravmsi
e __dan Pemerintah Daerah Lainnya
134 | Dann Penyesuaian tan Otonomi
ol Kbhusus _
135 Bantuan Kesunngan darl Provinsi atau
) : Pamerintal i)mh falnnya -
“Sumiah Pendapatan
p Belania
FE) Belanja Tidak Langsung
234 Belanja Pegawal
2.4.2 Belanja Bungn
243 Belanja subsidi
214 1 Belanja Hibah
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial
218 Belanja Bagi HasHl
247 Be!mia Bantuan Keuange
248 | Belanja Tidak Terduga
2,23 Belanja Modal R
_ _ Jumlah Beiania
3 T SURPLUS/(DEFISIT
3. Pembisyaan Daersh -
3.4 Penerimaan Pembiayaan Daereh
311 | Pengmm
343 Pencalran Dana Cada
348 Hasll Penjuaian Kekayban
h Daerah yang Dipisahkaty
814 Persrimaan Pnjaman Dasrah
315 | Penerimaan Kemball berlan
_ Pinlaman
316 | Penerimaon ?’iutang Dasrah .
_ Jumlah Penerimaan
B - X juaren Pemblayaan Dacrah
FERA hontukan Dana Cadangan
332 Penyertaan Moaal (Investash)
Pamerintah Daerah -
323 | Pembayaranh POKOK (ang _
324 Pernberian ﬁqiaman Daerah )
- : _ Jumiah Pengeluaran
_ . Pemhiayam Nato
3.3 m Lebih Pemblayaan Acggamn (SLPAT |
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Hi FORM&? KONSOL?W% LAPORAN RWISASI msaam ?EMERIN?AR KABUPA?&& R
SEMAWG ' : '

&. KDNSOLI%?&S% LAPGR&& R!iALISAS! ANGGARAN KW' PE&QRZN_TAH

- ' XABUPA?EK SE&%ARANG
No Uralan I'satkers | SAER | ppyn | Gabungan
11 | Pendapatan
2 Pendapatan Asli IJmmiz ‘ _
3 Pendapatan pajak daersh 1. XX xxx Xxx
4 Pendapatan retribusi_daerah XXX XXX F3%
5 . Hasll pengeiciaan Rekayam TR X0 Xxx
) : daerah yang dipisahkan ; -
6 | - Laindain PAD yang sab XXX XX XX
3 S K i Jumiah Pendapatan Asl Daerah | XXX . | XK Yok
o '8 | Danaperimbangan X o
\ 19 Lain-faln pendapatan yang san K Kk
C,, ' 0 1 - }ﬁﬂéah~mndmwa bR XX XXX Fxx
12 Belania Tidak BNESUNE o XXX XK XX Xxx
{121 | Belanja Pegawal - XXX XXX XXX Xxx
1124 $_§lbsicﬁ XX X
A 128 7 Hibah ‘ o o
1126 | Bantuan Sosial . _ KRN Xax
: 8™ [ Belanja Langsung X 00K X
) |'Belania pegawal XXX XXX XX
Belanfa Barang dan Jasa _ XXX XKX Xxx
1} Hibah barang/lasa vyang XX -+ 4
diserahkun kepada pihak
ketiga/masyarakat - -
2} Bantuan sosial barang yang xX CXX XX
- giserahkan  kepada pihak
. Ketiga/masyarakat - . - :
: 3) Barang/jasa selain hibah dan - zX B ¢
g , bantuan sosial E
bl Belanja modal XXX XKL X0t
14 Jumiah belanja XXX XXX XL XXX
EENNE Surpius / deflsit XXX By XKx Xux
16 | Pernblayaan dagrah T
17 | Penerimaan pembiayaan ' XXX Xxx
18 | Pengeluaran pembiayaan XX XXX
19 Pembiayaanneto o Xxx
30 | Sisa lebih pembiayaan tahun _ T XX
' berkenaan ( SILPA) - \
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B. RONVERS! HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA
) BARANG DALAM LAPORAN REALISASI &H&&&R&N PEMERINTAH K&QQF&TEN
SEMARANG
; . S \ “Uraian Pamda
4 ndapatan _Pendapatan . .
% | Pendapaian Asi Deeveh ' Pendapatan Asit Baeran _
3 Pendapaton pajak taerah XXX »i  Pendupatan pajak daersh X
] Z " Pendapatan retrlbusi | doeran CXKK p—eeewe | Pondapatan retribusi dasrah xX%
- 5 Hasil pongelolaan kekayran X _i Hasil pengeioiaan kakayaan ox '
daerah yeg dipisattian | davrah yang divisehian
8 Lainlam PAD yang sah X »i Laindain PAD yang sah xxX
7 Jurniah Pendapatan Ak Daerah XX% Jurdah Pendapatan Asl Daerab xXx
B Dans peranbangan XXX, | Bans franster ANK
] Laindain pendapatan yangsa‘h XX - entagatan yong sab xRX
10 Jumlah pendap: xxx = Jurnleh pendapatan X%
i1 1T Belanja T [ Betanja
12 | Belsnja Yidak Langsung R mm Operast AR
12.4[ Gelarja Pagawal XX, »| Beltrja Pegawen X
1237 Bunga %0 I“"ﬁeianja Bateng X
, 1741 Sabsidl KX :
© 125 Hlbah XXX : XXX
P 58| Eantion Shelal XXX  Subsidi X0
@ ' i3 BEung o Ribah T ex
' Belan B XXX Belunja Modal 57
1)Hibah mwjm yang + SR
disorahkan  kepada  pihak
Kelign/masyarakat :
N DBantean  sosinl  barang X
S yang dinerabdum mda pihait
Sk kelign/magyaralat
s}Barangfjma selain 1) dan & "
i 7 o Juminh beiana XXX
15 XXX Surplie 7 defist XXX
4B Pombiz Pemblayoan dasvah o
¥4 Psnmnmm pembsawan X% » Pwﬁw peEmbBiayaan X
18 i%ggaluaran pembiayzan XKX - o 1 Pengeluaran pembiayaan X
i85 thiamn rots XXX >R " Pembieyaan neto KX
T perabiavan: XXX Bisa Tebih pembiayaan tahun XK
i berkenaon (GILBA}




